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Pengikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari 
kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah 
merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-
bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli adalah: Harga jual 
beli yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh 
pihak pembeli sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, Dokumen-dokumen 
tanahnya yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah di 
hadapan PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, 
Obyek jual beli ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa, Para pihak 
tidak melunasi kewajibannya dalam membayar pajak, Perjanjian Pengikatan jual 
beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak, Akibat hukum dari pembatalan 
perjanjian pengikatan jual beli tanah adalah para pihak harus memenuhi 
kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli dibuat dalam suatu akta otentik sehingga memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. 
 
Kata Kunci: akibat hukum, pembatalan akta, pengikatan  
 
ABSTRACT 
The binding purchase agreement is a form of law that arises from the growing 
need in the community. The binding sale and purchase agreement of land is not 
named, because it is not found in the forms of agreements stipulated in the Civil 
Code. Factors that affect the binding sale and purchase deed cancellation are: 
purchase price agreed in the binding sale and purchase agreement is not repaid 
by the buyer until the time period has been agreed, documents necessary land for 
the transfer of rights over land (sales buy ground before PPAT) is not complete 
until the agreed time period, Object selling it turns out later on in a state of 
dispute, the parties do not settle their obligations in paying taxes, buying and 
selling land Binding Agreement is canceled by the parties, the legal consequences 
of the cancellation of the binding agreement buying and selling land is the parties 
must fulfill its obligations in advance, as has been agreed, the Sale and Purchase 
Agreement made in an authentic deed so as to provide protection and legal 
certainty for the parties to make. 
 




Hubungan antara seseorang dengan seseorang lain menimbulkan 
perhubungan hukum, perhubungan hukum mana mempunyai kriteria masing-
masing dan itu akan menimbulkan persetujuan-persetujuan dan perjanjian-
perjanjian diantara mereka. Perjanjian mana dalam perjanjian lisan, perjanjian di 
bawah tangan ataupun akta notaris/ PPAT agar otentik dan dapat dijadikan bukti 
bila terjadi masalah. Walaupun ada dikenal asas kebebasan berkontrak tetapi 
setiap perjanjian atau perikatan itu harus selalu mengacu kepada peraturan yang 
telah ditentukan untuk itu. Apabila hubungan hukum itu terjadi karena adanya 
persetujuan antara seseorang dengan seorang lain mengenai tanah atau rumah atau 
lainnya, selain dikaitkan dengan peraturan jabatan notaris/ PPAT bila tanah atau 
rumah yang menjadi objek dalam perjanjian itu telah mempunyai status yang jelas 
dan pasti, seperti sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya, maka 
perjanjian itu harus dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk ialah Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Aturan seperti ini telah diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah 
dicabut dan disempurnakan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). Jadi setiap perjanjian diantara seorang dan seorang yang lainnya atau 
antara seorang dengan badan hukum atau sebaliknya, telah tersedia perangkat 
hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang. 
Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk 
mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya 
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maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau 
tidak tertulis. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, 
maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa 
saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini 
dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang 
berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka 
yang membuatnya seperti suatu undang-undang. 
Pengikatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari 
kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah 
merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-
bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian pengikatan jual beli 
tanah merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para 
pihak secara bebas dapat menentukan kemauannya. 
Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 
sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. 
Tanah merupakan sarana yang penting dalam pembangunan, maka di dalam UUD 
1945 Pasal 33 ayat (3) telah ditentukan bahwa “bumi, air, ruang angkasa, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tanah 
merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta 
melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu 
berhubungan dengan tanah.  Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) tersebut 
pada tanggal 24 September 1960, diundangkan UU No.5 Tahun 1960 tentang 
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan singkatan resminya 
UUPA.
1
 Perjanjian pengikatan jual beli tanah, sering ditemukan dalam praktek 
sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Perjanjian ini 
merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya, yang 
harus dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). 
Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah 
diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang 
disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh 
pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja 
tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2
 Namun dalam praktek sebelum dilakukannya jual beli 
tanah di hadapan PPAT yang berwenang, para pihak terlebih dahulu melakukan 
suatu perbuatan hukum dengan cara membuat akta pengikatan jual beli tanah di 
hadapan Notaris. Pengikatan dimaksudkan sebagai perjanjian pendahuluan dari 
maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pengikatan 
jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila 
persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi. Pengikatan jual beli tanah 
merupakan perjanjian tidak bernama yang muncul sebagai bentuk perkembangan 
perjanjian dalam masyarakat. 
Perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat 
dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta 
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Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
hal 7. 
2




Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memilki kekuatan pembuktian 
yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk lebih memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena 
notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para 
pihak secara obyektif. Dengan bantuan notaris para pihak yang membuat 
perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan 
hal-hal yang akan diperjanjikan. Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat 
berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam 
kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat 
suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun 
atas perintah pengadilan. Dari sisi ini pelaksanaan pengikatan jual beli tanah 
menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perjanjian pengikatan jual 
beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak 
atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari perikatan, perjanjian pengikatan jual beli 
tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, 
sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta pengikatan jual beli 
dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut 
dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Namun dalam prakteknya perjanjian 
pengikatan jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu 
pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual 
beli tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. 
Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat secara otentik tentu akan 
membawa konsekuensi yuridis tertentu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 
mengakibatkan pembatalan akta pengikatan jual beli tanah, untuk mengetahui 
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Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah, dan 
untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam 
pelaksanaan pengikatan jual beli tanah. 
Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum adalah 
pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 
implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau 
kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat. Jenis penelitiannya adalah bersifat deskriptif analitis yaitu 
memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pembatalan akta pengikatan 
jual beli tanah. Adapun metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi 
kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data analisis kualitatif. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembatalan Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli Tanah 
Dalam perjalananya suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai 
dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi 
tertentu yang berakibat suatu perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan 
kesepakatan awal. Dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang mengakibatkan 
terjadinya pembatalan akta jual beli tersebut, yaitu: (1) Harga jual beli yang telah 
disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli 
sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, (2) Dokumen-dokumen tanahnya 
yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah di hadapan 
PPAT) belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, (3) Obyek 
jual beli ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa, (4) Para pihak tidak 
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melunasi kewajibannya dalam membayar pajak, dan (5) Perjanjian Pengikatan 
jual beli tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak.
3
 
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian bantuan yang 
berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pengikatan jual beli merupakan permulan atau perjanjin 
obligatoir atau pelengkap. Namun perjanjian obligatoir lebih dahulu lahir sebelum 
perjanjian pokoknya ada, hal ini tidak sebagaimana perjanjian obligatoir lazimnya 
seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan, gadai atau fidusia yang lahir 
setelah didahului dengan perjanjian utang piutang terlebih dahulu. 
Oleh karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian 
pendahuluan, maka biasanya di dalam perjanjian tersebut memuat janji-janji dari 
para pihak yang mengandung ketentuan-ketentuan manakala syaratsyarat untuk 
jual beli yang sebenarnya terpenuhi. Tentu saja para pihak setelah syarat untuk 
jual beli telah terpenuhi dapat bertemu kembali (untuk kewajiban jual beli 
dihadapan pejabat umum yang berwenangan untuk melaksanakan jual beli). 
Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dapat dikatakan Sebagai 
suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk 
melakukan jual beli, apabila hal-hal yang belum dapat dipenuhi pada saat 
perjanjian pengikatan jual beli tersebut dilakukan, biasanya menyangkut harga 
yang belum lunas atau surat-surat tanah yang belum ada. 
Hal ini menurut penulis memiliki perbedaan dengan jual beli sebagaimana 
dimaksud dalam KUH Perdata yang diatur dalam Buku III Bab ke-5 (Pasal 1457 – 
1540). Jual beli yang dalam bahasa Belanda disebut “koop en verkoop” ialah suatu 
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 Endang Sri Martuti, Notaris, Wawancara Pribadi, tanggal 10  Maret 2015, pukul 10.30 WIB. 
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persetujuan/perjanjian (overeenkomst) dengan mana pihak yang satu penjual 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda (zaak), sedangkan pihak 
lainnya pembeli untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457). 
Ketentuan umum (sifat) dan hak serta kewajiban para pihak: penjual dan pihak 
pembeli, segera setelah mereka sepakat tentang benda dan harga yang 
bersangkutan walaupun baik benda maupun harganya belum diserahkan dan 
dibayar. 
Beralihnya hak milik atas benda yang dijual hanya terjadi jika telah 
dilakukan penyerahan (levering). Penyerahan dalam jual beli itu ialah suatu 
pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan (macht) dan kepunyaan 
(bezit) pembeli. Jika benda yang dijual itu berupa suatu barang tertentu, apabila 
para pihak tidak menentukan lain, maka barang ini sejak saat pembelian itu terjadi 
merupakan tanggungan pembeli, walaupun penyerahannya belum dilakukan, dan 
penjual dapat (berhak untuk) menuntut harganya. Demikian bunyi Pasal 1460, 
yang menurut para ahli hukum merupakan pasal mati. Kewajiban (utama) dari 
penjual terhadap pembeli, yaitu: (1) Menyerahkan barang/benda yang 
bersangkutan, (2) Menanggung/menjamin (vrijwaren), (3) Penguasaan benda yang 
dijual itu secara aman dan tenteram (rustig en vreedzaam), (4) Cacad-cacad yang 
tersembunyi (verborgen gebreken) dari benda yang bersangkutan atau yang 
sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan jual beli itu. 
Pembeli mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga dari apa 
yang dibelinya itu, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut 
persetujuan/perjanjian yang bersangkutan dengan aturan tambahan bahwa jika 
para pihak tidak menentukannya, pembayaran itu harus dilakukan di tempat pada 
waktu penyerahan benda itu. Jika pembeli tidak membayar harga benda yang 
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dibelinya itu, maka penjual dapat menuntut dibatalkannya jual beli yang 
bersangkutan. mengenai jual beli barang-barang dagangan dan barang-barang 
perabot rumah tangga (waren en meubelen) terdapat kekecualian, yaitu bahwa 
demi kepentingan penjual, jual beli itu batal dengan sendirinya jika barang itu 
tidak diambil pada waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. 
Salah satu syarat yang penting di dalam perjanjian timbal-balik adalah 
ingkar janji. “Ingkar janji adalah syarat batal” (Pasal 1266 KUHPerdata). Syarat 
batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal-balik. Jika syarat batal itu 
terjadi, perjanjian tidak batal dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan 
kepada hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan walaupun ingkar janji sebagai 
syarat batal dicantumkan di dalam perjanjian.
4
 Pengikatan jual beli terkait pula 
perikatan dengan ketetapan waktu. Karena perikatan dengan ketetapan waktu 
adalah suatu perikatan yang tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya 
menangguhkan pelaksanaannya. Ketetapan waktu yang dapat menangguhkan atau 
mengakhiri perikatan. 
Akibat Hukum dari Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui akibat-akibat hukum dari 
pembatalan akta Pengikatan Jual Beli Tanah: (1) Para pihak dapat dikenakan 
denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli 
kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut 
harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, (2) Perjanjian berakhir dan 
sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri dari apa yang ditetapkan 
dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan 
Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak 
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 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni Bandung, 2005, hal. 13. 
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Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan 
tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual 
ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual. 
Pengembalian uang oleh Pihak Penjual kepada Pihak Pembeli dilakukan 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, misalnya 
21 (dua puluh satu hari) hari setelah tanah dan bangunan tersebut terjual kepada 
pihak lain. 
Untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-
istilah "batal demi hukum", "membatalkannya" (Pasal 1449 KUHPerd), 
"menuntut pembatalan" (Pasal 1450 KUHPerd), "pernyataan batal" (Pasal 1451-
1452 KUHPerd), "gugur" (Pasal 1545 KUHPerd), "gugur demi hukum" (Pasa! 
1553KUHPerd). 
Ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum baik perbuatan 
hukum berganda maupun tindakan hukum sepihak. Dengan mengatakan suatu 
perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena adanya cacat hukum mengakibatkan 
tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Akibat kebatalan berlaku 
pula terhadap beding yang batal, keputusan yang batal atau wasiat yang batal. 
Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifat cacat tersebut dapat 
berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang 
berbeda pula. Perbedaan utama mengenai kebataian adalah batal demi hukum (van 
rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)
5
 
Perbuatan hukum yang mengandung cacat namun penentuan apakah 
perbuatan hukum tersebut menjadi sah atau batal tergantung pada keingingan 
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 Herlina Budiono, Kebatalan Di Bidang Kenotariatan, Makalah yang disampaikan pada Up 
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orang tertentu menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. 
Sebagaimana diketahui untuk suatu perjanjian harus dipenuhi unsur perjanjian 
yaitu: (1) Adanya kata sepakat diantara dua pihak atau lebih, (2) Kata sepakat 
yang tercapai tergantung pada paru pihak, (3) Kemauan para pihak untuk 
timbulnya akibat hukum, (4) Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas 
beban pihak yang lain atau timbal balik, dan (5) Dengan mengindahkan 
persyaratan perundang-undangan. 
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam suatu akta otentik yang 
dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli 
merupakan akta otentik yang memilki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal 
ini lebih memberikan perlindungan dan kepastian hokum bagi para pihak yang 
membuatnya. Karena notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan 
menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. 
Dengan bantuan notaries para pihak yang membuat perjanjian pengikatan 
jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan 
diperjanjikan. Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang- 
Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai 
pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya 
tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai 
sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi 
karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan: “suatu akta otentik 
ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, 
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dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 
tempat dimana akta dibuatnya.” 
Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa 
bentuk akta ada dua, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat 
dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang 
memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan 
atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni 
notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta ini 
disebut.juga akta yang dibuat oleh (door) notaris (sebagai pejabat umum). 
Akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena 
perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang 
diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaries dalam menjalankan 
jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan 
notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan 
notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstatir oleh notaris di dalam suatu 
akta otentik. Akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) 
notaris. 
Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang hendak 
menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua 
persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang 
dimaksud dengan secara sah di sini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus 
mengikuti apa yang ditentukan oleh (Pasal 1320 KUHPerdata). 
Akibat dari apa yang diuraikan tadi yaitu, perjanjian itu tidak dapat ditarik 
kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam perjanjian 
terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak. 
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Undang-undang mengatur tentang isi perjanjian dalam Pasal 1329 dan 
1327 KUHPerdata. Dan dua ketentuan ini, disimpulkan bahwa isi perjanjian 
terdiri dari elemen-elemen antara lain: (a) isi perjanjian; (b) kepatuhan; dan (c) 
kebiasaan. Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah 
pihak di dalam perjanjian itu. Kepatuhan adalah ulangan dari kepatuhan yang 
terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata.  
Kebiasaan adalah yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata berlainan 
dengan yang terdapat dala Pasal 1347 KUHPerdata. Kebiasaan yang tersebut 
dalam Pasal 1339 KUHPerdata bersifat umum, sedangkan yang disebut Pasal 
1327 KUHPerdata ialah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Yang 
dimaksud dengan undang-undang di atas adalah undangundang pelengkap, 
undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar para pihak. Urutan 
isi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata, mengenai keputusan 
peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari elemen isi perjanjian 
menjadi  antara lain: (a) Isi perjanjian; (b) Undang-undang; (c) Kebiasaan; dan (d) 
Kepatuhan. Hal ini didasarkan pada Pasal 3A.B (Algemene Bepalingen) yang 




Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan akta 
pengikatan jual beli adalah: (1) Harga jual beli yang telah disepakati dalam 
perjanjian pengikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai jangka 
waktu yang telah diperjanjikan, (2) Dokumen-dokumen tanahnya yang diperlukan 
untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah di hadapan PPAT) belum 
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selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, (3) Obyek jual beli ternyata 
di kemudian hari dalam keadaan sengketa; (4) Para pihak tidak melunasi 
kewajibannya dalam membayar pajak, dan (5) Perjanjian Pengikatan jual beli 
tanah tersebut dibatalkan oleh para pihak 
Kedua, akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah 
adalah:  (1) Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari 
jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap 
hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, 
(2) Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri 
dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, dan Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah 
dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual 
tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh 
Pihak Penjual ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada 
Pihak Penjual. Pengembalian uang oleh Pihak Penjual kepada Pihak Pembeli 
dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 
misalnya 21 (dua puluh satu hari) hari setelah tanah dan bangunan tersebut terjual 
kepada pihak lain. 
Ketiga, Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan 
pengikatan jual beli tanah, di mana Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam 
suatu akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, sehingga Akta 
Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian 
yang sempurna. Hal ini lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi 
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para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat suatu akta tidak 
berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Dengan bantuan 
notaris para pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan 
mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan. 
Saran 
Pertama, kepada para pihak penjual dan pembeli dalam pembuatan 
perjanjian pengikatan jual beli tanah disarankan untuk dilakukan dalam suatu akta 
otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT, agar para pihak yang membuat 
perjanjian tersebut lebih terlindungi dan dalam pembuatan perjanjian 
mendapatkan konsultasi hukum dari Notaris dan PPAT, sehingga kepentingan 
para pihak dapat dituangkan secara obyektif.  
Kedua, kepada Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta pengikatan jual 
beli tanah diharapkan dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 
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